
 

 

 

 

 

 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2011 

TENTANG 

PERCEPATAN PENANGAN  AN KASUS BANK CENTURY 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Dalam rangka percepatan penanganan dan memberikan kepastian hukum 

kepada masyarakat mengenai kasus Bank Century, dengan ini menginstruksikan: 

Kepada : 1.   Menter i  Hukum dan Hak Asas i  Manusia; 

2 .  Men te r i  K eu an gan ;  

3 .  Kepala Kepol is ian Negara Republ ik  Indonesia; 

4 .  Jaksa Agung,  

 

Untuk : 

PERTAMA :  Mengambil  langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, 

fungsi, dan  kewenangan  mas ing-mas ing secara  

te rkoordi nas i  dan  ter integrasi untuk mempercepat dan 

meningkatkan efektif i tas penanganan kasus hukum Bank 

Century sebagai tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan 

Rakyat atas hasil Panitia Khusus Angket Dewan Perwakilan Rakyat 

mengenai kasus Bank Century. 

 

KEDUA :   Me l akukan  penyempurnaan  te rhadap pera tu ran  

perundang-undangan dan tata kerja yang terkait dengan 

pengelolaan sektor moneter dan fiskal. 

 

KETIGA :  1.  Menelusuri , mengamankan, mengembal ikan, dan  

memulihkan seluruh aset Bank Century yang diambi l  

secara t idak sah termasuk yang diduga dibawa ke luar 

negeri. 
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2.  Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah negara 

lain yang diduga menjadi tempat penyimpanan aset Bank 

Century sesuai  konvens i  Perse r ika tan  Bangsa-Bangsa  

mengena i  p e m b e r a n t a s a n  t i n d a k  p i d a n a  k o r u p s i  

( T h e  U n i t e d  N a t i o n s  C o n v e n t i o n  A g a i n t s  

C o r r u p t i o n ) .  

 

KEEMPAT :  M e n y a m p a i k a n  p e n j e l a s a n  k e p ad a  m a s y a r a k a t  

m e n g e n a i  perkembangan penanganan kasus Bank Century,  

secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

 

KELIMA : Berkoordinasi dan bekerjasama dengan Gubernur Bank 

Indonesia dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, sepanjang 

berkaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bank Indonesia 

dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 

 

KEENAM : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini baik bersama-

sama atau sendiri-sendiri kepada Presiden. 

 

KETUJUH :  Me laksanakan Ins truks i  Pr es i den in i  dengan  penuh  

tanggung jawab. 

 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

 

Dikeluarkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Januari 2011 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd. 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
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